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ABSTRAK 
 
 
Andi Asriana (B111 10 147), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang 
Lain (studi kasus putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks) dibawah 
bimbingan Prof. Dr. Slamet Sampurno dan Hj. Haeranah, S.H.,M.H. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana  
Oleh hakim dalam putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks., dan 
petimbangan hukum hakim dalam putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yang mengambil lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan pkan wawancara 
terhadap pihak-pihak terkait serta melakukan pengumpulan data 
berkenaan dengan objek penelitian. 
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, adalah majelis hakim 
yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah 
menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum 
pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa 
majelis hakim dalam memutuskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi 
unsur-unsur  tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 
ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan, didasarkan atas kebenaran materil yang diperoleh dari surat 
dakwaan, keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta dan bukti-bukti yang 
terungkap dalam proses persidangan. 
 
Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks., berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat 
melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, 
pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat 
dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan 
hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara hukum dimana negara 
menurut Logemann (M. Solly Lubis, 2002 : 1) yaitu “suatu organisasi 
kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang 
mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan 
hukum menurut Achmad Ali (2002 : 30) yaitu “seperangkat kaidah 
atau ukuran yang tersusun dala suatu sistem menentukan apa yang 
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam 
kehidupan bermasyarakatnya”. 
 Jadi secara sederhana negara hukum adalah negara yang 
penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas 
hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan 
pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) 
dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain 
menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar 
diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak 
pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga 
harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu 
adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga 
negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara 
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berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan 
negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, 
tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum. 
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas 
disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu 
Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum 
(rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare 
state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-
tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat 
Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa 
Indonesiadan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
melaksanakan ketertiban dunia”. 
Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui 
pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan 
berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan 
panjang. 
Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah 
pembangunan disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari 
proses moderenisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan 
ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada 
sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah 
3 
 
satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya 
tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah 
satu dampak negatife dari semakin majunya pembangunan 
terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada 
gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalu lintas jalan 
raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan 
jumlah jalan pada  akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin 
tidak nyaman. 
Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya 
mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya 
beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang 
berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun 
kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna 
jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang 
lain. 
Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap 
memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari 
bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga 
negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. 
Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan 
berbangsa dan bernegara dapat memberikan konstribusi secara 
maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan 
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seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma 
hukum. 
Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah 
dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk 
melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi 
haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu 
lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak 
disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. 
Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri 
jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi 
kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada 
dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental 
pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan 
obat-obatan terlarang.Kondisi ketidksiapan pengemudi membuka 
peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping 
membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, 
mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu 
cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain 
penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di 
atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi 
oleh factor usia pengemudi, analisa data yang dilakukan oleh 
direktorat jenderal perhubungan darat menunjukkan bahwa 
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pengemudi berusia 16-30 tahun adalah penyebab terbesar 
kecelakaan lalu lintas. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas 
setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit, hal ini 
dapat dilihat pada banyaknya laporan yang masuk pada Kasat 
Lantas Makassar Timur Makassar yang mencapai 673 kasus dan 
yang terselesaikan sebanyak kelalaian ataupun kealpaan yang 
mengakibatkan kerugian bagi orang lain. 
Berdasarkan hal itu, maka penulis akan mengkaji lebih jauh 
mengenai Tindak Pidana Kealpaan yang menyebabkan korban 
kehilangan nyawa dalam skripsi dengan judul : 
“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu 
Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus No. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks)” 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian 
lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
dalam kasus putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks. ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang 
menyebabkan hilangnya nyawa. 
2) Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana dalam kasus putusan No. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks.  
2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan 
manfaat-manfaat sebagai berikut : 
1) Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap 
perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai 
tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah 
bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
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umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3) Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah 
satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.  
8 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Sebelum penulis membahas masalah tindak pidana kelalaian 
lalu lintas, ada baiknya penulis terlebih dahulu mendefinisikan makna 
dari tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan 
menganalisa suatu peristiwa dari sudut pandang hukum, khususnya 
dalam lingkup hukum pidana, melihat bagaimana aturan dan 
penerapan hukum. Tinjauan yuridis disini berarti Hukum Pidana 
Materiil. 
Hukum pidana materiil adalah isi atau substansi dari hukum 
pidana, dimana hukum pidana materiil mengandung petunjuk-
petunjuk dan uraian tentang Strafbaar feit (delik; perbuatan pidana; 
tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat Strafbaarheid (hal 
dapat dipidananya seseorang), penunjukan orang yang dapat 
dipidana dan ketentuan tentang pidananya; hukum pidana materiil 
menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. 
Menurut van Hattum (Lamintang, 1997: 10), Hukum pidana 
materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan 
tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-
tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat 
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dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan 
hukuman yang bagai-mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang 
tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.  
Dengan kata lain, hukum pidana materiil (hukum pidana 
substantif), adalah seluruh peraturan yang memuat rumusan: 
1. Perbuatan-perbuatan apakah yang diancam pidana; 
2. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban terhadpa hukum pidana; 
3.  Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang 
yang telah melakukan tindak pidana dan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. 
 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana  
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda 
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan 
berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan 
pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat 
dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar 
dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan 
dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum.Perkataan baar diterjemahkan dengan 
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dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan 
dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 
Selain istilah straftbaar feit, dipakai istilah lain yang 
berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”. Dalam bahasa 
Jerman disebut “delict”, dalam Bahasa Perancis disebut delit 
dan dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah delik. 
Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menjelaskan istilah tidak 
pidana dalam bahasa asing adalah “delict” yang berarti suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan 
pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.  
Begitu sulit memberikan pengertian terhadap 
strafbaarfeit, membuat para ahli mencoba untuk memberikan 
pengertian sesuai dengan sudut pandang mereka yang 
menyebabkan banyaknya keanekaragaman akan istilah 
strafbaarfeit. 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan 
definisi tentang strafbaarfeit menggunakan istilah perbuatan 
pidana.Beliau mendefinisikan perbuatan pidana sebagai 
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 
mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. 
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Menurut van Hamel (Leden Marpaung, 2008:7), tindak 
pidana adalah suatu serangan atau anncaman terhadap hak-
hak orang lain. 
H.R Abdussalam (2006:3) memberikan definisi tentang 
strafbaarfeitsebagai: 
Perbuatan melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang oleh 
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang yang bersifat melawa hukum atau bertentangan 
dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam 
pidana. 
   
Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) memberikan 
definisi tentang strafbaarfeit menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai 
kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-
undang. 
2. Definisi panjang memberikan pengertian strafbaarfeit  sebagai 
suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik 
dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Pompe (P.A.F Lamintang, 1997:183) juga memandang 
strafbaarfeit dari 2 (dua) segi, yaitu: 
1. Dari segi teoritis, strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan 
oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum.  
2. Dari segi hukum positif, strafbaarfeit adalah tindak lain daripada 
suatu tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.  
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Dari definisi yang dirumuskan oleh pompe tersebut, 
memberikan pemahaman bahwa definisi dari segi teoritis 
menjelaskan akan suatu perbuatan yang melanggar norma 
atau hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan 
sengaja dan harus dijatuhi hukuman terhadap pelaku demi 
ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, 
sedangkan pengertian dari segi hukum positif sangatlah 
berbahaya yakni dengan semata-mata menggunakan 
ppendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari 
apabila melihat ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah 
besar “strafbare feiten” yang dari rumusan-rumusannya kita 
dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “strafbare feiten” 
tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu 
“strafbaar feit”, yakni bersifat “wederrechtelijk”, “aan schuld te 
witjen” dan “straafbaar” atau yang bersifat “melaggar 
hukum”,”telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 
sengaja” dan “dapat dihukum”.  
Pengertian tentang strafbaarfeit yang dikemukakan 
oleh pompe memiliki keterkaitan dengan pengertian yang 
dirumuskan oeh Simons tentang strafbaarfeit.  
Simons (Adami Chazawi, 2002:75) memberikan 
definisi tentang strafbaarfeit sebagai: 
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Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. 
 
Hazewinkel-Suringa (P.A.F Lamintang, 1997:18) telah 
membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari 
“strafbaarfeit” yaitu: 
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang 
terdapat di dalamnya. 
 
Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik 
materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik 
yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di 
sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.Adapun 
delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan 
pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari 
akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang 
pembunuhan.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka 
seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana 
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apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam 
undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum 
pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi 
diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut 
sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat 
fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai 
modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang 
hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila 
orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan 
dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila 
memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) sebagai berikut: 
1. harus ada perbuatan manusia; 
2. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan 
perumusan pasal dari undang-undang yang 
bersangkutan; 
3. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan 
pemaaf); 
4. dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Sedangkan menurut Moeljatno (Djoko Prakoso, 
1988:104) menyatakan bahwa. 
1. Kelakuan dan akibat. 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai 
perbuatan. 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
4. Unsur melawan hukum yang objektif. 
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
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Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden 
Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa: 
Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan 
unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah 
unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
 
Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke 
dalam dua macam (Tongat, 2006:4) yaitu: 
1. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar 
pelaku (dader) yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun 
dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif 
yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut 
dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan 
yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 
KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 
misalnya, unsur obyektif yang berupa 
“perbuatan” dan sekaligus merupakan 
perbuatan yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam 
tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif 
yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-
akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang dan sekaligus merupakan syarat 
mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-
akibat sebagaimana dimaksudkan dalam 
ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. 
Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, 
unsur obyektif yang berupa “akibat “ yang 
dilarang dan diancam undang-undang adalah 
akibat berupa matinya orang. 
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c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang 
dilarang dan diancam oleh undang-undang. 
Contoh unsur obyektif yang berupa suatu 
“keadaan” yang dilarang dan diancam oleh 
undag-undang adalah keadaan sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP 
misalnya, unsur obyektif yang berupa 
“keadaan” adalah tempat umum. 
2. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam 
diri pelaku (dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya 
seseorang terhadap perbuatan yang telah 
dilakukannya (kemampuan bertaggung jawab). 
b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan 
masalah kemampuan bertanggung jawab di 
atas. Seseorang dapat dikatakan mampu 
bertanggung jawab apabila dalam diri orang 
ituu memenuhi tiga syarat, yaitu : 
1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian 
rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai 
perbuatannya dank arena juga mengerti 
akan nilai dari akibat perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, 
sehingga ia dapat menentukan 
kehendaknya terhdapa perbuatan yang ia 
lakukan. 
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana 
yang dilarang dan perbuatan mana yang 
tidak dilarang oleh undang-undang. 
 
Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan 
bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa 
setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi 
dari pendiri ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung 
jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali 
apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut (Tongat, 
2006:5). 
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Simons (Sudarto, 1990:41), membagi unsur tindak 
pidana sebagai berikut : 
1. Unsur objektif, terdiri atas : 
a. Perbuatan orang; 
b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan 
tersebut; 
c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan 
tersebut. 
2. Unsur subjektif, terdiri atas : 
a. Orang yang mampu untuk bertanggungjawab; 
b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. 
 
Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. 
Kejahatan (misdrijven) menunjuk pada suatu perbuatan yang 
menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan 
tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. 
Oleh karenanya disebut dengan rechtedelicten.Sementara 
pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat 
dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai 
perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Oleh 
karenanya disebut dengan wetsdelicten. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi 
pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan 
diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana. 
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Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih 
tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat 
suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum 
kedalam dua macam “Onrecht”, yang mereka sebut ”Crimineel 
Onrecht” dan “Policie Onrecht”. 
Crimineel Onrecht  adalah setiap tindakan melawan 
hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan 
“Rechtsorde” atau “tertib hukum” dalam arti yang lebih luas 
daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang ”Police 
Onrecht” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut 
sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan 
yang terdapat di dalam masyarakat”. 
Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang 
hukum pidana kita telah membuat suatu pembagian ke dalam 
apa yang mereka sebut Rechtsdelicten dan Wetsdelicten. 
Rechtsdelicten adalah delik yang  pada kenyataanya 
mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada 
umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus 
dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. 
Sedangkan Wetsdelicten tindakan-tindakan yang mendapat sifat 
melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal 
ini peraturan perundang-undangan. 
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Dari uraian diatas, dapat kita lihat bahwa dalam hal 
pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru 
bagi dunia hukum. Untuk KUHP kita membagi ke dalam 2 
pembagian, yang pertama kejahatan (misdrijven) yang terdapat 
dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang terdapat 
dalam buku III. 
Selain yang dikenal dalam KUHP tersebut, dalam ilmu 
pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak 
pidana lainnya, diantaranya adalah : 
a. Delik Formal dan Delik Materil 
Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai 
dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya 
pencurian, sedangkan delik materil adalah delik yang 
dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya 
yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. 
Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika 
akibat dari perbuatanya telah terpenuhi, yaitu mati atau 
hilangnya nyawa seseorang. 
Mengenai pembagian delik formal dan delik materil, 
Van Hamel kurang menyetujui pembagian tersebut, karena 
menurutnya (Teguh Prasetyo, 2010:57), “walaupun perilaku 
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yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari 
suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana”. Beliau lebih sepakat 
menyebutnya sebagai delik yang dirumuskan secara formal 
dan delik yang dirumuskan secara material. 
b. Opzettelijke delicten dan Culpooze delicten. 
Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang 
dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya 
kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk 
(Bambang Poernomo, 1982:159), yaitu ; 
1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als 
oogmerk), 
2. Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij 
zekerheidsbewustzijn of 
noodzakelijkheidsbewustzijn), 
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Opzet 
bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk 
opzet, og dolus eventualis). 
 
Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku 
memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat 
dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai 
kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku 
dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat 
yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku 
tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan 
tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar 
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kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin 
terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi. 
Culpooze delicten adalah delik-delik atau tindak 
pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur 
kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. 
c. Gewone delicten dan  Klacht delicten 
Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana 
biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu 
pengaduan.Sementara.Klacht delicten (Teguh Prasetyo, 
2010:59), “adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya 
dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang 
berkepentingan atau terkena”.Dalam tindak pidana tersebut, 
penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari 
yang memiliki kepentingan, siapa yang dianggap 
berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan 
ketentuan yang ada. 
Dalam hukum pidana, pengaduan terbagi menjadi 2 
bagian, yaitu absolute klachtdelicten dan relative 
klachtdelicten. 
Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan 
pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, 
sedangkan relative klachtdelicten adalah tindak pidana yang 
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berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku 
terdapat hubungan khusus. Misalnya tindak pidana 
pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan 
relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang 
diduga merugikan dirinya. 
Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak 
hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang 
namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang 
yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan 
tersebut ada pihak-pihak lain yang kemudian namanya tidak 
disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut. 
Selain membahas masalah siapa yang berhak 
melakukan pengaduan, dalam undang-undang juga diatur 
masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan 
pengaduan.Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 
ayat (1) KUHP. 
Jangka waktu yang diatur dalam KUHP tersebut 
adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk 
mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan 
sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. 
Jangka waktu tersebut terhitung pada saat orang tersebut 
mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah 
merugikan dirinya. 
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d. Delicta Commissionis dan Delicta Omissionis 
Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika 
berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu 
yang seharusnya. Delik Commissionis adalah delik yang 
berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam 
undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, 
pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik Omissionis 
adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-
keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang 
menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak 
memenuhi panggilan sebagai saksi. 
Disamping delik tersebut di atas (Teguh Prasetyo, 
2010:58), ada juga yang disebut dengan “delik commissionis 
permissionem commisa”.  Misalnya seorang ibu yang 
sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang 
masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan. 
Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur 
lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain, 
(Teguh Prasetyo, 2010:60) diantara lain : 
c. Delik berturut-turut (voortgezet delict) : yaitu tindak 
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya 
mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan 
setiap kali seratus ribu rupiah. 
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d. Delik yang berlangsung terus, misalnya tindak 
pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya 
adalah perbuatan terlarang itu berlangsung 
memakan waktu. 
e. Delik berkualifikasi (gequalificeerd), yaitu tindak 
pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian di 
malam hari, penganiayaan berat. 
f. Gepriviligeerd delict, yaitu delik dengan peringanan, 
misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang 
melahirkan karena takut diketahui. 
g. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan 
dengan negara sebagai keseluruhan, seperti 
terhadap keselamatan kepala negara dan 
sebagainya. 
h. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan 
oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, 
seperti hakim, pegawai negeri, ayah, ibu, dan 
sebagainya yang disebutkan dalam pasal KUHP. 
C. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau 
karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menibulkan 
keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidanadan dilakukan 
dengan mampu bertanggung jawab. 
Dalam hukum pidana menurut Moeljatno (Amir Ilyas, 2012 : 
77) kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah 
pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila 
tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu : 
1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ; 
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ; 
3. Mempunyai suatu bentuk kesalah yang berupa 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) ; 
4. Tidak adanya alasan pemaaf. 
 
Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, 
yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menurut Bahder 
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Johan Nasution  (Amir Ilyas, 2012 : 78) bentuk-bentuk kesalahan 
terdiri dari : 
1. Kesengajaan (opzet), dan 
2. Kealpaan (culpa). 
 
1. Kesengajaan  
Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan, 
bukan unsurculpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas 
mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan 
sesuatu dengan sengaja. Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 
:78) berpendapat bahwa kesengajaan harus mengenai 3 (tiga) 
unsur tindak pidana, yaitu : 
1. Perbuatan yang dilarang ; 
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan 
itu ; 
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum 
 
Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk) 
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan 
(oogmerk) si pelaku dapat dimerngerti oleh khalayak 
ramai. Maka apabila kesengajaan semacam ini ada 
pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal, 
bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini 
lebih nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan 
adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat 
dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki 
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mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya hukum pidana (constitutief gevolg). 
b. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzjin) 
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku 
dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai 
akibat yang menjadi dasar delict, tetapi ia tahu benar 
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 
Jika ini terjadi, maka teori kehendak (wilstheorie) 
menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh 
pelaku, maka kini juga ada kesengajaan berupa tujuan 
(oogmerk) oleh karena dalam keduanya tentang akibat 
tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, 
melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam 
gagasan pelaku bahwa akibat pasti akan pasti terjadi, 
maka kini juga ada kesengajaan. 
c. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogelijkeheidsbewustzijn) 
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan 
tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadinya 
akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat 
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itu. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa (Amir 
Ilyas, 2012 : 82) menagatakan bahwa : 
Tidak ada kesengajaan , melainkan hanya mungkin ada 
culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat 
dikatakaan, bahwa kesengajaan secara keinsafan 
kepastian praktis sama atau hampir sama dengan 
kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), maka sudah 
terang kesengajaan secara keinsafan kemungkinan 
tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan yang 
lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap 
seolah-olah sama.  
 
2. Kelalaian (Culpa) 
a. Pengertian Kelalaian 
Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari 
Kelalaian atau Kealpaan (culpa) tetapi dari ilmu pengetahuan 
hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa. 
P.A.F.Laminating (1997 : 342), yaitu : 
1) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena 
menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya 
dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia 
melalukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang 
kewaspadaan yang diperlukan. 
2) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi 
merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti 
akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan 
yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak 
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diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, 
karena bersifat melawan hukum. 
Istilah dari doktrin tentang culpa ini di sebut “Schuld” 
yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 
“Kesalahan”. Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit 
sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah 
menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah 
suatu bentuk “Kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja. 
Menurut E.Y.Kanter,at. All (1982 : 92) mendefinisikan 
culpa sebagai berikut : 
Kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan adalah 
salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih 
rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila 
mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu 
dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat 
itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat 
memperkenalkan sebelumnya. 
 
Arti kata Culpa(Wirjono Prodjodikoro 2003 : 42) 
Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu 
pengetahuan hukum mempunyai arti tekhnis, yaitu 
suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang 
tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu  kurang 
berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja 
terjadi. 
 Dalam risalah penjelasan Undang-undang (memorit 
van ceolichting), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja 
dengan kebetulan. 
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Sebagaiana telah dikemukakan di atas, biasa tindak 
pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu 
akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan 
kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, 
sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang 
meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati 
menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, 
sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak 
orang sehingga meninggal dan banyak orang yang 
mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur. 
Culpose delicate,  yaitu tindak pidana yang berunsur 
culpa  atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak 
seberat seperti hukuman terhadap Doleus delicten, yaitu 
tindak pidana yang berunsur kesengajaan. 
Contoh dari suatu Colpous delict, adalah yang termuat 
dalam Pasal 188 KUHP  (Moeljatno 1987 : 70), yaitu 
menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan 
kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat 
pula berupa culpa. 
Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang 
berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal 
kesengajaan tidak menimimbulkan pertanyaan ini karena 
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kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas 
dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati 
yang sifatnya bertingkat-tingkat. Adanya orang yang dalam 
melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang 
kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan. 
Menurut para penulis Belanda, (Wirjono Prodjodikoro 
2003 : 45) yang dimaksud dengan culpa dalam pasal-pasal 
KUHP adalah : 
Kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka 
pergunakan adalah Grove schuld (kesalahan kasar). 
Meskipun ukuran Grove schuld  sudah ada sekedar 
ancar-ancar bahwa tidak termasuk culpa  apabila 
seseorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk 
bebas dari hukuman. 
 Juga merata diantara penulis suatu pendapat bahwa 
untuk culpa  ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana 
kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam 
keadaan yang In Concerto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan 
sebagai ukuran seseorang yang selalu sangat berhati-hati, 
dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak 
tanduknya. 
Dengan demikian, seorang hakim juga tidak boleh 
mempergunakan sifatnya sendiri sebagai ukuran, melainkan 
sifat kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, 
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praktis tertentu adalah peranan penting yang bersifat sangat 
pribadi sang hakim sendiri, ini tidak dapat dielakkan. 
Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan 
dengan “kesalahan” terdiri atas : 
1) Kesengajaan, dan 
2) Culpa 
Kedua hal tersebut membedakan, “kesengajaan” 
adalah dikehendaki, sedangkan “culpa” adalah bentuk 
kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan” itulah 
sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap 
pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “culpa” 
lebih ringan.  
Menurut Simons, (Leden Mapaung, 2005:25) 
menerangkan bahwa : 
Umumnya culpa itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak 
berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping 
dapat menduga suatu perbuatan namun walaupun 
suatu perbuatan itu dilakukan dengan berhati-hati, 
masih mungkin juga terjadi culpa jika yang berbuat itu 
telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin 
akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. 
  
Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku 
adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat 
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diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kepadanya sebagai culpa. 
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya 
dapat diduga lebih dahulu itu, harus diperhatikan pribadi si 
pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan 
perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan 
hukuman, terhadap kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa 
keadaan-keadaan itu tidak ada. 
Jonkers (Rusli Effendy, 1980 : 65) berpendapat bahwa 
culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu 
kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu 
melawan hukum. 
Menurut Langemeyer (Moeljatno, 2002 :200) yang 
menyatakan : 
Culpa adalah suatu struktur yang sangat 
gecompliceerd. Dia mengadukan dalam satu pihak 
kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk 
kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain 
pihak keadaan itu sendiri. 
 
Masruchir Ruba‟I (2001 : 58) menyatakan : 
Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak 
berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu 
yang terjadi kebetulan. 
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Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki 
melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak 
menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam 
kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun 
demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin 
petindak yang memungkinkan pemidanaan. 
b. Bentuk-bentuk Culpa 
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas : 
1. Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah 
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap 
saja timbul akibat tersebut. 
2. culpatanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak 
membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia 
harusnya memperhitungkan akan suatu akibat. 
Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati 
perbedaan antara culpa yang disadari dengan dolus 
eventualis yang hampir memiliki persamaan. 
Sehingga berdasrkan atas perbedan antara kedua hal 
diatas sebagai berikut : 
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Culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan 
perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. 
Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu 
karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan 
terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia 
yakin bahwa itu akan timbul. 
 
Selain dari bentuk culpa  tersebut, ada juga pakar yang 
membedakan culpa sebagai berikut : 
1) culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut 
dengan culpa lata. 
2) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan 
culpa levis. 
 Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang 
menjadi suatu delik hanya culpa lata ini sendiri dapat dibagi 
atas culpa yang diinsyafi (bewuste schuld) dan culpa yang 
tidak diinsyafi (undebewuste schuld). 
Rusli Effendy, et.all (1989 : 85) mengatakan : 
Pada culpa yang diinsyafi pelaku benar-benar telah 
memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat 
membayangkan akan adanya tetapi dalam perwujudan 
akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya dia 
mesti dan memahami bahwa dia tidak boleh 
memikirkan demikian. 
Van Dijk (1989 : 86) mengatakan : 
Tentang culpa yang diinsyafi dalam hal si pelaku sama 
sekali tidak memikirkan atau menyatakan akan timbul 
akibat, jadi benar-benar salah perhitungan, jadi suatu 
cara memikirkannya yang seharusnya dicela. 
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D. LALU LINTAS 
1. Pengertian Lalu Lintas 
Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas 
didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu 
lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan 
adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah 
kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau 
fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat 
unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan 
pejalan kaki. 
Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu 
lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, 
tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui menajemen lalu 
lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan 
diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu 
lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas 
dan pengendalian arus dipersimpangan. 
2. Kecelakaan Lalu Lintas 
Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu 
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan 
kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. 
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Menurut Pasal 229 UU  LLAJ menentukan sebagai berikut : 
(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : 
a. Kecelakaan lalu lintas ringan; 
b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau 
c. Kecelakaan lalu lintas berat. 
(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau 
barang. 
(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang. 
(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang 
mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka 
berat. 
(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat 
disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, 
ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan 
dan/atau lingkungan. 
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3. Kendaraan Bermotor 
Sebuah kendaraan yang disebut mobil adalah merupakan 
kendaraan beroda empat atau lebih yang terdapat mesin 
penggerak sendiri (self propelled vehicle) dengan pengoperasian 
oleh seorang supir. Untuk kendaraan roda kurang dari empat 
tidak disebut mobil, biasanya Cuma disebut kendaraan roda tiga 
(bajaj, bemo) atau kendaraan roda dua saja. Mobil banyak 
jenisnya mulai dari sedan, van, truk, bus, dll. 
Mobil  (kependekan dari otomobil yang berasal dari 
bahasa Yunani „autos‟ (sendiri) dan Latin „movere‟ (bergerak) 
adalah kendaraan beroda emapat yang membawa mesin sendiri. 
Kendaraan bermotor roda empat adalah kendaraan penunmpang 
dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 10 orang. 
 
E. Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa 
Orang lain 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan 
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan 
yang menyebabkan korbanya meninggal dunia diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang 
Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 
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Terdapat pula dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan 
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) bulan dan/atau enda paling banyak Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan 
kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta 
rupiah). 
(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 
(lima juta rupiah). 
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
 
2. Unsur Delik karena kealpaan yang menyebabkan kematian 
yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi : 
“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. 
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu : 
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a. Barang siapa  
Yang dimaksud dengan barang siapa adalah 
untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek 
hukum yang telah melakukan delik tersebut dan 
memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan 
perbuatannya. 
Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum 
yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah 
didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari 
pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang 
dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai 
keadaan sadar. 
b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan) 
Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban 
apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak 
dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat). 
Van Hamel (Moeljatno 1982 : 201) berpendapat 
bahwa kealpaan (culpa) mengandung dua 
syarat, yaitu : 
 Tidak mengadakan duga-dugaan 
sebagaimana diharuskan oleh hukum. 
 Tidak mengadakan kehati-hatian 
sebagaimana diharuskan oleh hukum. 
Simon (Moeljatno 1982 : 201) berpendapat sama 
dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi 
kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian 
disamping dapat diduga-duganya akan timbul 
akibat. Ini memang dua syarat yang 
menunjukkan dalam batin terdakwa kurang 
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diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh 
hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, 
bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan 
yang berlaku dalam masyarakat. 
Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak 
merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan 
tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga 
terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya. 
c. Menyebabkan Matinya Orang Lain 
Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau 
kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka 
unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara 
perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan 
sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam 
delik ini adalah akibat. 
Menurut Adam Chazawi (2002 : 125), kalimat 
“menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur 
perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan 
(Pasal 338). Perbedaannya dengan pembunuhan 
hanyalaah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk 
kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam 
pembunuhan adalah kesengajaan. 
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E. Putusan 
1. Pengertian putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan 
merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan 
perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya 
putusan hakim berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian 
hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan 
langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan pidana modern 
seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Pasal (1) angka 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan 
pengadilan sebagai : 
“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntunan hukum dalam serta menurut cara yang diatur 
dalam Undang-undang ini.  
 
2. Jenis-jenis putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya 
putusan Hakim/Pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua 
bagian yaitu : 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat 
berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini 
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mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, 
yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila 
terdakwa dan/atau penasehat hukum mengajukan 
Kekerabatan atau Eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan 
putusan akhir dapat berupa : 
1) Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena 
merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang lain 
sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
2) Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum 
batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan 
Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal 
demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) 
KUHAP. 
3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau 
penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana 
ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi 
hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara 
hukum perdata dan sebagainya. 
 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah 
“eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat 
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materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim 
memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara 
selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat 
berupa: 
1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa Continental, 
lazim disebut dengan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan 
bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil 
pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan tidak terbuti secara 
sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas” 
  
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang 
dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” 
adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas 
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti 
menurut ketentuan hukum pidana ini. 
2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala 
tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) 
KUHAP yaitu: 
44 
 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan 
yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa 
diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
 
 Apabila dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada 
ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap pelepasan 
dari segala tuntutan terjadi jika : 
1) Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan 
perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut 
bukanlah merupakan tindak pidana 
2) Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar 
3) Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
 
c. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh 
ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan 
pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di 
persidangan Majelis Hakim berpendapat : 
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1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa 
atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup 
tindak pidana atau pelanggaran 
3) Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di 
persidangan (Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP). 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah 
argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai 
pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus 
perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini 
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta 
dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif 
dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang 
bukti. 
Lilik Mulyadi (2007: 193) mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah 
perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai 
dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum 
putusan hakim.” 
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Rusli Muhammad (2007:212-221) mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya 
Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal 
dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan 
non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa , dan agama 
terdakwa.” 
Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana 
tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan 
bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan 
terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau 
tidak. 
Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, 
barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik 
yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, 
pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang 
ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan 
pendiriannya. 
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Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek 
putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang 
memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana 
sebelumnya (Recidivis), karena jabatannya, dan menggunakan 
bendera kebangsaan. (Adami Chazawi, 2005: 73). Hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal 
percobaan dan pembantuan kejahatan (Adami Chazawi, 2005: 
97). 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim 
merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di 
kalangan rakyat. Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-
tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu 
menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. 
Berkaitan dengan hal ini dikemukakan oleh Achmad Ali 
(2009: 200) bahwa dikalangan praktisi hukum, terdapat 
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kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya 
sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan 
muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan 
yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam 
kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan 
kajian moral dan kajian ilmu hukum (nomatif). 
Bismar Siregar (1989: 33) mengatakan bahwa, seandainya 
terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang 
dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut 
kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum 
dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
HB Sutopo (2002: 68) faktor-faktor yang harus 
dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-
nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan 
terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, 
peranan korban. 
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d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa 
yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang 
dipakai di Indonesia, Mr. M. H. Tirtaatmaja mengutarakan cara 
hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, 
yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan 
hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa 
sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai 
usaha ini, maka hakim harus memperhatikan: 
a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran 
pidana yang berat atau ringan). 
b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. 
c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana 
itu (yang memberatkan dan meringankan). 
d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang seorang penjahat yang 
telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang 
penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang 
masih muda ataupun muda ataupun seorang yang telah 
berusia tinggi. 
e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana. 
50 
 
f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu. 
Kepentingan umum (hukum pidana diadakan untuk 
melindungi kepentingan umum, yang dalam keadaan-keadaan 
tertentu menuntut suatu penghukuman berat terhadap 
pelanggaran pidana, misalnya penyelundupan, membuat uang 
palsu pada waktu Negara dalam keadaan ekonomi yang buruk. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan 
mengambil lokasi di Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar,. 
Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan 
hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan 
tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini : 
1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di 
lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah 
pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media 
elektonik dan media massa yang kami anggap relevan dengan 
masalah yang dibahas. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan 
pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data 
yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping 
itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari 
dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu 
pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan 
cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua 
dengan cara wawancara (interview) langsung kepada hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang menangani kasus tersebut. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan 
diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut 
dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap 
data verbal dan data angka secara deskriptif dengan 
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menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan 
dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada 
konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang 
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan 
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Sanksi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Kelalaian Lalu Lintas Pada Putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks 
1. Posisi Kasus 
Pada awalnya terdakwa RUSTANG BIN LABABA pada 
hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 18.15 wita atau 
setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat dijalan 
Urip Sumiharjo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, yang melakukan kelalaian lalu lintas yang 
menyebabkan SITTI RABIAH meninggal dunia. Awal mula 
kejadian tersebut pada waktu ketika RUSTANG BIN LABABA 
mengendarai sepeda motor matic honda vario DD 3251 ND 
dengan berboncengan dengan saksi MARSUKI dari arah Jalan 
Racing Center hendak menuju kerumahnya dijalan Kandea 
Makassar, dan pada saat melintas dijalan Urip Sumiharjo 
Makassar dengan kecepatan kendaraan sekitar 60KM/Jam dari 
jarak ± 15 meter terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki 
yakni SITTI RABIAH dan REZKY AMALIAH berjalan disebelah 
kiri jalan arah tujuan terdakwa yang saat itu terdapat mobil 
didepan terdakwa, kemudian kedua pejalan kaki tersebut 
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menyeberang jalan dan pada saat kedua pejalan kaki tersebut 
menyeberang jalan tiba-tiba terdakwa mendahului mobil yang 
ada didepannya kearah sebelah kanan mobil tersebut dan pada 
saat terdakwa berada disamping mobil tiba-tiba pejalan kaki 
tersebut muncul dari depan mobil yang hendak didahului 
terdakwa sehingga motor yang dikendarai terdakwa langsung 
menabrak pejalan kaki yang mengena pada bagian stir sebelah 
kiri motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan lengan bagian 
kanan SITTI RABIAH yang menyebabkan SITTI RABIAH 
terlempar kearah kiri dan membentur ban belakang sebelah 
kanan mobil yang hendak didahului terdakwa sedangkan REZKY 
AMALIAH terlempar kebelakang mobil tersebut sedangkan 
terdakwa dengan sepeda motornya jatu dan terseret sekitar ±10 
meter dari tempat tempat terdakwa menabrak pejalan kaki 
tersebut.  
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak 
pidana kelalaian lalu lintas dilakukan oleh terdakwa RUSTANG 
Bin LABABA yang dibacakan pada persidangan dihadapan 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya 
mengatakan sebagai berikut : 
Bahwa terdakwa RUSTANG Bin LABABA pada hari Senin 
tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 18.15 wita atau setidaknya 
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pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat dijalan Urip 
Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Makassar, awal mula 
kejadian tersebut pada waktu ketika RUSTANG BIN LABABA 
mengendarai sepeda motor matic honda vario DD 3251 ND 
dengan berboncengan dengan saksi MARSUKI dari arah Jalan 
Racing Center hendak menuju kerumahnya dijalan Kandea 
Makassar, dan pada saat melintas dijalan Urip Sumiharjo 
Makassar dengan kecepatan kendaraan sekitar 60KM/Jam dari 
jarak ± 15 meter terdakwa melihat 2 (dua) orang pejalan kaki 
yakni SITTI RABIAH dan REZKY AMALIAH berjalan disebelah 
kiri jalan arah tujuan terdakwa yang saat itu terdapat mobil 
didepan terdakwa, kemudian kedua pejalan kaki tersebut 
menyeberang jalan dan pada saat kedua pejalan kaki tersebut 
menyeberang jalan tiba-tiba terdakwa mendahului mobil yang 
ada didepannya kearah sebelah kanan mobil tersebut dan pada 
saat terdakwa berada disamping mobil tiba-tiba pejalan kaki 
tersebut muncul dari depan mobil yang hendak didahului 
terdakwa sehingga motor yang dikendarai terdakwa langsung 
menabrak pejalan kaki yang mengena pada bagian stir sebelah 
kiri motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan lengan bagian 
kanan SITTI RABIAH yang menyebabkan SITTI RABIAH 
terlempar kearah kiri dan membentur ban belakang sebelah 
kanan mobil yang hendak didahului terdakwa sedangkan REZKY 
AMALIAH terlempar kebelakang mobil tersebut sedangkan 
terdakwa dengan sepeda motornya jatu dan terseret sekitar ±10 
meter dari tempat terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut. 
 Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, 
penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat 
bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu: 
a. Keterangan Saksi-saksi 
1. Saksi H. Mansyur 
Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari 
senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar pukul 18.15 wita 
bertempat dijalan Urip Sumiharjo Makassar; 
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi 
maksud tersebut antara sepeda motor yang 
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pengendaranya saksi tidak mengetahui dengan 
perempuan pejalan kaki; 
- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut saksi 
sedang mengendarai mobil yang didalam mobil yang 
saksi kendarai bersama dengan Pr. Lisa dan Pr. Sakia; 
- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut mobil 
Daihatsu Xenia No. Pol DD 482 IW yang saksi 
kemudikan bergerak dari arahtimur kebarat dengan 
kecepatan kurang dari 10KM/jam pada persenelan 1 
(satu); 
- Bahwa benar sebelum kecelakaan tersebut terjadi 
saksi sempat melihat kedua pejalan kaki tersebut 
berjalan menyebrang jalan yaitu arah selatan kearah 
utara sedangkan sepeda motor yang menabrak 
pejalan kaki tersebut bergerak dari arah timur kebarat 
pada jalan yang sama yaitu jalan Urip Sumiharjo 
Makassar; 
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak 
sempat melihat pergerakan sepeda motor tersebut 
namum saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut 
bergerak dari tiur kebarat dengan kecepatan sesaat 
sebelum kecelakaan saksi sempat mendengar adanya 
deru sepeda motor yang cukup keras dari arah 
belakang saksi, kemudian tiba-tiba terdengar suara 
benturan disamping kanan dari mobil saksi, yang 
hamper bersamaan itu pula terasa ada benturan diobil 
saksi tepatnya pada samping kanan belakang dari 
pintu kedua; 
- Bahwa benar setelah mendengar adanya bunyi 
benturan disamping kanan dari mobil saksi, maka 
segera itu pula saksi menoleh ke kanan dan hanya 
melihat beberapa warga berlarian menuju TKP; 
- Bahwa pada saat itu yang terlebih dahulu saksi dengar 
yakni benturan disamping kanan mobil saksi setelah 
itu bunyi benturan terasa ada benturan dimobil saksi; 
- Bahwa benar pada saat pejalan kaki tersebut 
menyebrang kendaraan yang saksi kemudikan 
kecepatannya saksi kurangi dimana pada saat pejalan 
kaki tersebut melewati depan mobil saksi tiba-tiba 
saksi mendengar bunyi tabrakan; 
- Bahwa benar pada saat kcelakaan tersebut terjadi 
keadaan jalan saat itu lurus, rata, beraspal dan 
keadaan cuaca saat itu cerah malam hari; 
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi sempat 
melihat perempuan pejalan kaki tersebut mengalami 
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luka pada bagian kepalanya dan meninggal dunia di 
RS. Awal Bros Makassar. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 
membenarkannya. 
 
2. Saksi Marzuki Bin Jumase 
Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari 
senin tanggal 04 Maret 2013 sekitar jam 18.15 wita 
bertempat dijalan Urip Sumiharjo depan Liman 
Makassar dimana kecelakaan tersebut antara sepeda 
motor dengan seorang pejalan kaki bersama dengan 
anaknya dan dengan mobil Xenia yang saksi tidak 
ketahui nomor polisinya; 
- Bahwa benar pada saat itu saksi dibonceng oleh 
teman saksi yang bernama RUSTAM dari arah Racing 
Center menuju ker\umah dijalan Kandea melewati 
jalan urip sumiharjo yang mana pada sesaat sebelum 
kejadian sepeda motor yang saksi tumpangi menyalib 
sebuah Xenia kearah kanan dan pada saat menyalip,  
sepeda motor yang saksi tumpangi persenggolan pada 
bagian spatboor belakang sepeda motor dengan 
bagian belakang sebelah kanan mobil sehingga 
sepeda motor yang saksi tumpangi oleng dan pada 
saat itu ada pejalan kaki seorang ibu beserta anaknya 
yang akan menyebrang jalan didepan kami dan 
akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor pada 
bagian stir sebelah kiri sehingga saat itu saksi 
terlempar kekanan sedangkan pejalan kaki terlempar 
kekiri; 
-  Bahwa benar pada saat pejalan kaki tersebut 
terlempar kesebelah kiri dan akhirnya terbentur 
dengan body mobil Xenia yang saksi salip pada bagian 
belakang; 
- Bahwa perkenaan sepeda motor tersebut yakni pada 
bagian stir sebelah kanan yang saksi tumpangi dengan 
pada bagian lengan sebelah kanan pada pejalan kaki; 
- Bahwa benar pertama kali saksi melihat pejalan kaki 
tersebut yakni pada saat saksi telah menyalip mobil 
Xenia yang berada didepan saksi sekitar 2 meter 
berada didepan mobil yang saksi salip pada posisi 
sebelah kanan mobil tersebut; 
- Bahwa benar cuaca saat itu agak mendung, kondisi 
jalan lurus beraspal kering dan arus lalu lintas sedang; 
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- Bahwa benar pada saat itu kecepatan sepeda motor 
yang saksi tumpangi sekitar 40km/jam; 
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mengetahui 
apakaph RUSTAM ada melakukan pengereman atau 
menghindar, sepengetahuan saksi bahwa sepeda 
motor yang saksi pakai tersebut tidak begitu berfungsi 
pada rem bagian belakang hal tersebut saksi ketahui 
karena pada siang harinya saksi yang memakai 
sepeda motor tersebut dan mengetahui bahwa rem 
bagian belakang motor tersebut tidak begitu berfungsi; 
- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan adalah benar 
gambar tersebut telah sesuai; 
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM C. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 
membenarkannya. 
 
3. Saksi ILHAM 
Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadian kecelakaan yang dialami oleh 
istri dan anak saksi, saksi tidak melihatnya; 
- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut saksi 
berada dirumah; 
- Bahwa benar saksi mengetahui kecelakaan tersebut 
setelah saksi dihubungi dari pihak RS Awal Bros yang 
menyampaikan bahwa istri dan anak saksi mengalami 
kecelakaan lalu lintas dan sementara berada dirumah 
sakit; 
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian 
saksi langsung kerumah sakit dan setelah dirumah 
sakit saksi melihat istri saksi sudah dalam keadaan 
meninggal dunia; 
- Bahwa akibat yang dialami oleh istri saksi melihat luka 
pada paha dan lengan tangan kanan, kepala retak 
pada belakang telinga sebelah kanan, pelipis kanan 
robek dan meninggal dunia sedangkan anak saksi 
mengalami luka robek pada kepala samping kanan, 
luka robek pada betis, lutut memar dan terasa sakit 
bila buang air kecil; 
- Bahwa benar istri saksi dikebumikan pada hari selasa 
tanggal 5 Maret 2013  sekitar 13.00 wita dipekuburan 
umum boroangin Pannampu Makassar. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 
membenarkannnya. 
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4. Saksi Baharuddin 
Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadian kecelakaan terjadi pada hari 
senin 04 Maret 2013 jam 18.15 wita bertempat dijalan 
Urip Sumiharjo Makassar; 
- Bahwa kecelakan tersebut terjadi antar sepeda motor 
dengan pejalan kaki kemudian kedua pejalan kaki 
terlempar dan membentur ban kanan belakang sebuah 
mobil Xenia warna merah yang nomor polisinya dan 
identitas pengemudinya saksi tidak ketahui; 
- Bahwa benar pada saat itu saksi sementara berdiri 
bersandar pada tiang listrik yang ada didepan liman, 
kemudian saksi melihat sebuah mobil Xenia bergerak 
sangat lambat dari arah timur untuk memberikan 
prioritas jalan kepada dua orang perempuan pejalan 
kaki yang akan menyebrang jalan, yang ada disebelah 
barat saksi, setelah kedua pejalan kaki tersebut 
elewati depan mobil Xenia sudah berada disamping 
kanan mobil Xenia tersebut, tiba-tiba melintas didepan 
saksi sebuah sepeda motor matic dengan kecepatan 
tinggi hendak melambung mobil Xenia dengan 
mengarah kekanan,begitu sepeda motor matic 
tersebut berada disamping kanan dari mobil Xenia, 
tiba-tiba terdengar suara tabrakan atau benturan yang 
sangat keras dan bersamaan itu juga saksi melihat ibu 
dan perempuan pejalan kaki terlempar kekiri dan 
membentur ban sebelah kanan belakang dari mobil 
Xenia sedangkan pengendara sepeda motor dan yang 
dibonceng terseret kedepan sekitar 10 meter. 
Kemudian saksi bersama dengan beberapa warga 
disekitar tempat tersebut menolong korban atau ibu 
dan anak tersebut dengan mengangkatnya kemobil 
Xenia lalu membawanya ke RS Awal Bros Makassar; 
- Bahwa benar sebelum terjadi tabrakan antara sepeda 
motor dengan pejalan kaki tidak ada persentuhan atau 
persenggolan antara sepeda motor dengan mobil 
Xenia sebelumnya; 
- Bahwa benar pada saat itu keadaan jalan lurus, rata 
beraspal dan keadaan cuaca mendung petang hari; 
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat 
perempuan pejalan kaki tersebut mengalami 
pendarahan pada bagian kepala dan tidk sadarkan diri 
sedangkan anaknya saksi melihat mengalami luka 
robek pada bawah lutut; 
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- Bahwa benar gambar sketsa TKP yang diperlihatkan 
adalah benar gambar tersebut telah sesuai dengan 
kondisi saat kecelakaan tersebut terjadi. 
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa 
membenarkannya. 
 
b. Alat Bukti Surat 
Alat bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 
- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar tanggal 04 Maret 2013 terhadap korban Ny. 
SITTI RABIAH; 
- Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Awal Bros 
tanggal 04 Maret 2013 atas nama Ny. SITTI RABIAH. 
 
c. Petunjuk  
Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang 
dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu 
dengan yang lainya maupun dengan tindak pidana itu sendiri 
menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk 
hanya diperoleh dari : 
- Keterangan saksi-saksi 
- Surat 
- Keterangan terdakwa 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan baik yang terurai dari 
keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan 
terdakwa dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu 
dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa 
pada hari senin 04 Maret 2013 sekitar jam 18.15 wita 
bertempat dijalan Urip Sumiharjo Makasaar telah terjadi 
kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor matic honda vario 
DD 3251 ND yang dikendarakan terdakwa dengan 2 (dua) 
orang pejalan kaki dimana saat menyalip mobil sebuah mobil 
Xenia dan pada saat menyalip mobil tersebut terdakwa 
menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki tersebut dan stir kanan 
motor yang dikendarakan terdakwa, hingga akhirnya pejalan 
kaki tersebut terlempar kesebelah kiri yang mengena pada 
bagian belakang mobil Xenia yang hendak disalip oleh 
terdakwa, sehingga akibat kecelakaan terseut mengakibatkan 
Ny. SITTI RABIAH meninggal dunia. 
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d. Keterangan Terdakwa 
Terdakwa RUSTANG Bin Lababa, didepan persidangan 
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas yang 
terdakwa alami terjadi pada hari senin 04 Maret 2013 
sekitar jam 18.15 wita bertempat dijalan Urip Sumiharjo 
Makassar yang mana kecelakaan tersebut antara sepeda 
motor honda vario nomor polisi DD 3251 ND yang 
terdakwa kendarai memboceng sdr. MARSUKI menabrak 
2 (dua) orang pejalan kaki yakni seorang perempuan 
dewasa dan seorang anak kecilyang menyebrang jalan; 
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan 
tersebut,sepeda motor yang terdakwa kendarai bergerak 
dari arah timur kebarat dengan kecepatan 50-60 km/jam 
sedangkan pejalan kaki tersebut bergerak dari sebelah 
kiri (arah selatan keutara) menyebrang jalan pada jalan 
yang sama; 
- Bahwa sebelum menyerempet pejalan kaki tersebut, 
pertama kali terdakwa melihat pejalan kaki tersebut 
berjalan dari pinggir sebelah kiri dengan jarak sekitar 15 
meter dan yang menghalangi pandangan didepan 
terdakwa yakni sebuah mobil yang disaat terdakwa 
disamping kanan hendak melambung mobil terdakwa 
sudah tidak melihatnya dan terdakwa baru melihat 
kembali pada saat kejadian serempet pejalan kaki 
tersebut. 
- Bahwa pada saat menyerempet pejalan kaki terdakwa 
sudah melewati mobil disebelah kana dan jarak 
berdampingan disamping kanan mobil sekitar 1 (satu) 
mobil dimana mobil tersebut jenis mobil mini bus yang 
warnanya saksi tidak ketahui; 
- Bahwa pada saat berdampingan dan akan melambung 
mobil tersebut dan meliat pejalan kaki dengan jarak 1-2 
meter kearah depan terdakwa mobil tersebut 
pergerakannya lambat; 
- Bahwa benar disaat terdakwa melihat pejalan kaki yang 
masih dipinggir jalan, posisi berjalannya berdampingan 
tidak mengetahuinya, yang terdakwa ketahui bahwa 
benar serempet terdakwayang menyerempet pejalan kaki 
tersebut; 
- Bahwa pada saat meyerempet  pejalan kaki tersebut 
terdakwa tidak mengetahui bagian perkenaan atau 
benturan pada sepeda motor terdakwa, dan demikian 
pula terdakwa tidak mengetahui perkenaan pada bagian 
tubuh mana pejalan kaki tersebut, dan setelaah tida 
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mengetahui kearah mana terdakwa terjatuh demikian 
pula terhadap pejalan kaki tersebut saksi tidak 
mengetahui kearah mana tersatuh; 
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak 
mengetahui kalau ada kendaraan yang terlibat pada 
pada peristiwa terhadap pejalan kaki tersebut, namun 
yang terdakwa ketahui hanya sepeda motor yang 
terdakwa kendarai saja; 
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka 
lecet didagu, lutut kiri kanan, punggung, kaki kiri lecet 
sedangkan perempuan pejalan kaki meninggal dunia 
yang mana hal tersebut terdakwa ketahui saat terdakwa 
dirawat berdampingan di RS Awal Bros Makassar; 
- Bahwa benar setelah diperlihatkan gambar sketsa TKP 
yang dibut oleh penyidik adalah benar gambar tersebut 
telah sesuai saat kejadian; 
- Bahwa benar saat kejadian kecelakaan tersebut keadaan 
cuaca cerah, petang hari, jalan lurus  beraspal rata, arus 
lalu lintas sedang; 
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa kendarai saat itu 
kondisi rem motor bagian belakang tidak berfungsi 
dengan bagus dan terdakwa mengendarai sepeda motor 
tidak memiliki SIM C. 
e. Barang Bukti 
Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa : 
- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda vario NO. Pol. 
DD 3251 ND 
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol DD 482 IW 
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 
482 IW 
- 1 (satu) lembar SIM A An. H. MANSYUR 
 
Kesimpulan : 
Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat 
dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan 
tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI 
No. 22 tahun 2009. 
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3. Tuntutan Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas, dan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Makassar MENUNTUT supaya kiranya 
berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap  terdakwa 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa RUSTANG Bin LABABA, terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang 
menyebabkan orang lain enunggal dunia” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 
Tahun 2009. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTANG Bin 
LABABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda vario No. Pol. 
DD 3251 ND. 
Dikembalikan kepada terdakwa. 
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 482 IW. 
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 
482 IW. 
- 1 (satu) lembar SIM A An. H. Mansyur. 
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. MANSYUR 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 
4. Pertimbangan Hakim 
Mengenai pertimbangan Hakim di Pengdilan, terdakwa 
yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan 
dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim 
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apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut 
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 yang telah didakwakan tersebut : 
Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan 
dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang 
unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tersebut yaitu sebagai berikut : 
Ad.1. Unsur Setiap Orang; 
Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah 
siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Menimbang bahwa terdakwa RUSTANG Bin LABABA 
yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan 
terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam 
perkara ini adalah RUSTANG Bin LABABA sebagai manusia 
yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang 
karena kelalaiannya 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut : 
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- Bahwa bermula pada hari senin 04 Maret 2013 sekitar jam 
18.15 wita bertepat dijalan Urip Sumiharjo Makassar ketika 
terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic honda 
vario DD 3251 ND dengan berboncengan dengan saksi 
MARSUKI dari arah jalan Racing Center hendak menuju 
kerumahnya dijalan Kandea Makassar, dan pada saat 
melintas dijalan Urip Sumiharjo Makassar dengan kecepatan 
kendaraan 60km/jam dari jarak ±15 meter terdakwa melihat 2 
(dua) orang pejalan kaki yakni SITTI RABIAH dan REZKY 
AMALIAH berjalan disebelah kiri jalan arah tujuan terdakwa 
yang saat itu terdapat mobil didepan terdakwa,kemudian 
kedua pejalan kaki tersebut menyeberang jalan tiba-tiba 
terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya kearah 
sebelah kanan mobil tersebut dan pada saat terdakwa berada 
disamping mobil yang hendak didahului terdakwa sehingga 
motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak pejalan 
kaki tersebut yang mengena pada bagian stir sebelah kiri 
motor yang dikendarai terdakwa dengan bagian lengan 
sebelah kanan SITTI RABIAH yang menyebabkan SITTI 
RABIAH terlempar kearah kiri dan membentur ban belakang 
sebelah kanan mobil yang hendak didahului terdakwa 
sedangkan REZKY AMALIAH terlempar kebelakang mobil 
tersebut sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh 
dan terseret sekitar ±10 meter dari tepat terdakwa menabrak 
pejalan kaki tersebut; 
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut rem 
bagian belakangnya tidak berfungsi dengan bagus dab 
terdakwaa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa 
dilengkapi Suran Izin Mengemudi (SIM C). 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal 
dunia 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah : 
- Matinya orang disini ridak dimaksud sama sekali oleh 
terdakwa; 
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-
hati atau lalainya terdakwa; 
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Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan 
meninggalnya korban sebagai beriut : 
- Bahwa akibat motor matic honda vario DD 3251 ND yang 
dikemudikan terdakwa menabrak korban SITTI RABIAH yang 
sedang menyebrang dari kiri jalan menuju kekanan jaln, 
menyebabkan meninggalnya SITTI RABIAH; 
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Awal Bros Makassar tanggal 04 Maret 2013 
yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap korban SITTI RABIAH, pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Masuk rumah sakit dengan tekanan darah tidak terukur, 
nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, dialami kurang 
lebih sepuluh menit sebelum masuk rumah sakit setelah 
mengalami kecelakaan lalu lintas; 
 Keluar darah segar dari telinga kanan, memar; 
 Benol pada kepala bagian kanan ukuran 2x3 cm; 
 Bengkak pada lengan anan atas siku ukuran 3x3 cm. 
Diagnosa : 
- Cedera kepala berat; 
- Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benda tumpul; 
- Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah bahaya 
maut/kematian. 
Dan surat kematian dari Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar Nomor : SKM.0234/III/2013/RSABM tanggal 04 Maret 
2013 yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY. 
Berdasarkan fakta tersebutdiatas, maka unsur “yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka 
terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “Kelalaian Lalu Lintas”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan 
pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus 
kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan; 
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Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal 
dunia; 
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga 
korban. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa; 
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban 
dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-
undangan yang berlaku. 
 
5. Komentar Penulis 
Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha 
mencari dan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan 
baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan 
syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, hal ini 
didasarkan pada pemeriksaan persidangan, dimana alat bukti 
yang diajukan jaksa penuntut umum, termasuk didalamnya 
keterangan saksi yang saling bersesuaian ditambah keterangan 
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terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang 
dilakukannya oleh itu, Majelis Hakim Pengadilan Makassar 
menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki 
rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana kelalaian yang diatur 
dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : 
- Setiap orang; 
- Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya; 
- Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Berkaitan dengan masalah diatas, penulis melakukan 
wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar Bapak Andi Astara, SH (wawancara tanggal 12 
Desember 2013)  yang pada saat itu sebagai Hakim Ketua yang 
memutus perkara tersebut menjelaskan bahwa : 
Penerapan hukum pidana yang dilakukan hakim sesuai 
karena unsur perbuatannya sudah mencocoki rumusan 
delik, dimana diterapkan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009.  
Adapun efektifitas penjatuhan sanksi terhadap tindak 
pidana kelalaian lalu lintas dalam putusan `No. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks adalah menurut Bapak Andi Astara, SH 
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(wawancara tanggal 12 Desember 2013) yang menyatakan 
bahwa: 
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 7 (tujuh) bulan agar terdakwa jera dan 
tidak mengulangi perbuatannya lagi. 
 
Dalam penjatuhan pemidanaan melalui suatu proses. 
Sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Ia 
mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu 
peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi 
pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik 
atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 
manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada sistem 
hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya 
merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak 
diperkenankan merendahkan martabat manusia. 
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B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap 
Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks). 
1. Pertimbangan Hakim 
Perkara No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks.. dalam hal ini 
terdakwa diajukan ke persidangan berdasarka surat dakwaan 
yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dimana tedakwa melanggar ketentuan Pasal 310 
ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur  dari Pasal tersebut 
kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 
Tahun 2009 berdasarkan isinya adalah sebagai berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya; 
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
tau tidak ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 
tersebut yaitu sebagai berikut : 
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Ad.1. Unsur Setiap Orang; 
Menimbang bahwa pengertian „setiap orang” disini adalah 
siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Menimbang bahwa terdakwa RUSTANG Bin LABABA 
yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta 
yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan 
terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat 
dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam 
perkara ini adalah RUSTANG Bin LABABA sebagai manusia 
yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap 
orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. 
 
Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena 
kelalaiannya 
Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dari 
keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 
serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta 
hukum sebagai berikut : 
- Bahwa bermula pada hari senin 04 Maret 2013 sekitar jam 
18.15 wita bertepat dijalan Urip Sumiharjo Makassar ketika 
terdakwa dengan mengendarai sepeda motor matic honda 
vario DD 3251 ND dengan berboncengan dengan saksi 
MARSUKI dari arah jalan Racing Center hendak menuju 
kerumahnya dijalan Kandea Makassar, dan pada saat 
melintas dijalan Urip Sumiharjo Makassar dengan kecepatan 
kendaraan 60km/jam dari jarak ±15 meter terdakwa melihat 2 
(dua) orang pejalan kaki yakni SITTI RABIAH dan REZKY 
AMALIAH berjalan disebelah kiri jalan arah tujuan terdakwa 
yang saat itu terdapat mobil didepan terdakwa,kemudian 
kedua pejalan kaki tersebut menyeberang jalan tiba-tiba 
terdakwa mendahului mobil yang ada didepannya kearah 
sebelah kanan mobil tersebut dan pada saat terdakwa berada 
disamping mobil yang hendak didahului terdakwa sehingga 
motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak pejalan 
kaki tersebut yang mengena pada bagian stir sebelah kiri 
motor yang dikendarai terdakwa dengan bagian lengan 
sebelah kanan SITTI RABIAH yang menyebabkan SITTI 
RABIAH terlempar kearah kiri dan membentur ban belakang 
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sebelah kanan mobil yang hendak didahului terdakwa 
sedangkan REZKY AMALIAH terlempar kebelakang mobil 
tersebut sedangkan terdakwa dan sepeda motornya jatuh 
dan terseret sekitar ±10 meter dari tepat terdakwa menabrak 
pejalan kaki tersebut; 
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut rem 
bagian belakangnya tidak berfungsi dengan bagus dab 
terdakwaa mengendarai sepeda motor tersebut tanpa 
dilengkapi Suran Izin Mengemudi (SIM C). 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur 
“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 
Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia 
Yang dimaksud dengan meninggal dunia disini adalah : 
- Matinya orang disini ridak dimaksud sama sekali oleh 
terdakwa; 
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-
hati atau lalainya terdakwa; 
Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan 
meninggalnya korban sebagai beriut : 
- Bahwa akibat motor matic honda vario DD 3251 ND yang 
dikemudikan terdakwa menabrak korban SITTI RABIAH yang 
sedang menyebrang dari kiri jalan menuju kekanan jaln, 
menyebabkan meninggalnya SITTI RABIAH; 
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari 
Rumah Sakit Awal Bros Makassar tanggal 04 Maret 2013 
yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY, yang hasil 
pemeriksaannya terhadap korban SITTI RABIAH, pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 Masuk rumah sakit dengan tekanan darah tidak terukur, 
nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada, dialami kurang 
lebih sepuluh menit sebelum masuk rumah sakit setelah 
mengalami kecelakaan lalu lintas; 
 Keluar darah segar dari telinga kanan, memar; 
 Benol pada kepala bagian kanan ukuran 2x3 cm; 
 Bengkak pada lengan anan atas siku ukuran 3x3 cm. 
Diagnosa : 
- Cedera kepala berat; 
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- Kelainan-kelainan diatas terjadi karena benda tumpul; 
- Karena kelainan-kelainan tersebut diatas terjadilah bahaya 
maut/kematian. 
Dan surat kematian dari Rumah Sakit Awal Bros 
Makassar Nomor : SKM.0234/III/2013/RSABM tanggal 04 Maret 
2013 yang ditanda tangani oleh dr. OKY YANCY. 
Berdasarkan fakta tersebutdiatas, maka unsur “yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dalam 
Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka 
terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana “Kelalaian Lalu Lintas”; 
 Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan 
pembenaran atau alasan pemaaf yang dapat menghapus 
kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana 
sesuai dengan kesalahannya serta rasa keadilan; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan 
hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Bahwa akibat perbuatan menyebabkan orang lain meninggal 
dunia; 
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga 
korban. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa; 
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban 
dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. 
Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI serta perundang-undangan 
yang berlaku. 
Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam 
rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu 
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karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang 
lain. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis 
Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak 
pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang 
termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu 
menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa 
tersebut. 
Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam 
dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari 
pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal 
dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan 
didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk 
membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 
alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan 
keterangan terdakwa. 
Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa 
telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain maka Majelis Hakim juga harus 
mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan 
yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik 
alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
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Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus 
perkara tentang kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa 
orang lain sesuai wawancara penulis teerhadap hakim yang 
memutus perkara tersebut, Andi Astara (wawancara tanggal 12 
Desember 2013) mengatakan bahwa dalam memutus perkara 
sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat 
kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau 
kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan 
daritindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status 
terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan 
ataukah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan 
umum. 
Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam 
memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan 
dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara 
selama 7 (tujuh) bulan. 
Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis 
Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu 
juga mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan 
serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-
alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari 
tahanan. 
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Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah 
putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang 
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana dalam 
amar putusan Pengadilan Negeri Makassar atas Perkara Nomor. 
715/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Amar Putusan 
Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim 
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus : 
1. Menyatakan terdakwa RUSTANG Bin LABABA, terbukti 
bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan 
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana 
diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 
2009; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTANG Bin 
LABABA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 
(delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa 
tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit sepeda motor matic honda vario No. Pol. 
DD 3251 ND. 
Dikembalikan kepada terdakwa. 
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DD 482 
IW. 
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. 
DD 482 IW. 
- 1 (satu) lembar SIM A An. H. Mansyur. 
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. MANSYUR 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya 
perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 
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3. Analisis Penulis 
Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan 
pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti 
tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana 
yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP 
disebut dengan Negatif-Wettelijke Stelsel atau sistem 
pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif. 
Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai 
sistem pembuktian terbalik (Lamintang dan Theo Lamintang, 
2010:408-409)  karena : 
a. Disebut Wettelijk atau menurut undang-undang karena 
untuk pembuktian, undang-undanglah yang 
menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti 
yang harus ada; 
b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan 
banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-
undang itu belum dapat membuat hakim harus 
menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila 
jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum 
dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu 
tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana 
tersebut. 
 
Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu 
dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, 
disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu 
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-
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undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 
seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan 
tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak 
ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut 
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang 
mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan 
atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembenar atau 
peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 
dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 
jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab 
yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana 
atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat     
( Moeljatno, 1983 : 6) yaitu :  
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung 
jawabkan dari si pembuat; 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si 
pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :  
a. Disengaja; 
b. Sikap kurang hati-hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.  
 
Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 
yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu 
dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang 
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tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya 
menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut 
adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan 
tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang 
diperbolehkan dan mana yang tidak.  
Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya 
orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut 
keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak 
mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang 
demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.  
Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini 
terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam 
pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. 
Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, 
seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus 
ada unsur perbuatan melawan hukum. 
Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan 
dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana 
yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (opzet) atau 
karena kelalaian (culpa). 
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Dalam kasus ini hakim menggunakan teori kealpaan 
karena kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang 
menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas 
perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum 
dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : 
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya 
orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. 
 
Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang 
dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau 
alasan pemaaf.  
Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana 
berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat 
melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, 
pembuatanya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. 
Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar 
pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si 
pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana. 
Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-
alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam 
Buku I KUHP, yaitu dasar Pembenar : Bela paksa Pasal 49 ayat 
1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-
undangan Pasal 50 KUHP, perintah jabatan Pasal 51 ayat 1 
KUHP. 
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Dalam putusan No. 715/Pid.B./2013/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, 
yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang 
sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang 
digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat 
visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, 
dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul 
di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. 
Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya 
alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi 
alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan 
oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, 
Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan 
yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain 
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meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. 
Dan hal-hal yang meringankan yaitu : 
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa; 
- Keluarga terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban 
da telah memberikan bantuan kepada keluarga korban. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis 
berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam putusan No. 715/Pid.B/2013/PN.Mks, Majelis Hakim 
menggunakan Dakwaan tunggal yaitu  Pasal 310 ayat (4) 
Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut 
telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim. Dimana, antara 
perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki. Dan menurut 
hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut 
sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. 
2. Dalam putusan No. 715/Pid.B./2013/PN.Mks. Proses 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu 
berdasarkan pada sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah, 
dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang 
digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat 
visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian 
mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di 
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persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya 
terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam 
melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 
cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur 
melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. 
B. Saran 
1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain 
itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum 
dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga 
hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana 
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
dapat dipidana.  
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